
 

 

WALI KOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA 

NOMOR       21        TAHUN   2026 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SURAKARTA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor Tahun 2026 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

3. Undang-Undang Nomor   17   Tahun   2003   tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana  

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Tahun… 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau     Dalam     

Rangka     Menghadapi     Ancaman     yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2025. 

 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kota Surakarta. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

Perwakilan… 
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tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terdiri atas: 

a. pendapatan:  

1. pendapatan asli Daerah Rp911.155.864.828,83 

2. pendapatan transfer Rp1.313.372.902.602,00 

3. lain-lain pendapatan yang sah Rp0,00 

jumlah pendapatan Rp2.224.528.767.430,83 

b. belanja: 

1. belanja operasi: 

a) belanja pegawai Rp813.488.351.721,00 

b) belanja barang dan jasa Rp967.033.438.680,10 

c) belanja bunga Rp0,00 

d) belanja hibah Rp92.498.798.504,00 

e) belanja bantuan sosial Rp18.176.704.100,00 

jumlah Rp1.891.197.293.005,10 

2. belanja modal: 

a) belanja modal tanah Rp226.632.500,00 

b) belanja modal peralatan dan mesin Rp95.600.778.960,00 

c) belanja modal gedung dan bangunan Rp74.578.726.041,00 

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp51.452.266.992,00 

e) belanja modal aset tetap lainnya Rp5.949.176.668,00 

f) belanja aset lainnya Rp169.649.750,00 

f) belanja… 
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jumlah Rp227.977.230.911,00 

3. belanja tidak terduga: 

belanja tidak terduga Rp1.402.721.671,00 

jumlah Rp1.402.721.671,00 

 

jumlah belanja Rp2.120.577.245.587,10 

c. transfer: 

belanja bantuan keuangan Rp0,00 

jumlah Rp0,00 

jumlah transfer Rp0,00 

d. surplus/defisit:                           

1. pendapatan Rp2.224.528.767.430,83 

2. belanja Rp2.120.577.245.587,10 

3. transfer Rp0,00 

surplus Rp103.951.521.843,73 

e. pembiayaan Daerah:  

1. penerimaan Rp109.134.227.429,44 

2. pengeluaran Rp0,00 

pembiayaan netto Rp109.134.227.429,44 

f. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp213.085.749.273,17 

 

Pasal 3 

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 

2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 5 

Pasal 5… 
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Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 11 Agustus 2026 

WALI KOTA SURAKARTA, 

ttd 

 

RESPATI ACHMAD ARDIANTO 

 

 

 

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal  11 Agustus 2026 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, 

 

    ttd 

 

BUDI MURTONO 

 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN      2026   NOMOR 21 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA, 

 

 

 

YENI APRILIAWATI 
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